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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis
dalammendukung pembangunan dan integrasi. Sebagai bagian dari sistem
transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan
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melakukan aktivias Ialnnya Tanpa 2 ada a@?ﬂfﬂas alu lintas,dapat dibayangkan

bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan

pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya.Tidak ada satu pun
pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas.

Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya
kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke

seluruh pelosok tanah airbahkan dari dan ke luar negeri.Disamping itu transportasi



juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan
daerah yang berpotensi namun belum berkembangdalam upaya peningkatan dan
pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.’

Pada periode Tahun2010-2014 terdapat peningkatan jumlah kendaraan
bermotor yang cukup tinggi yaitu berjumlah 10,39% per tahun. Peningkatan

jumlah kendaraan terjadi pada semua jenis kendaraan setiap tahunnya, dari jumlah

tersebut diketahui kenaikan j -bermotor yang palingtinggi terjadi
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Sementara itu, jumlah kendaraan yang menggunakan fasilitas jalan raya

terus meningkat, maka kemacetan dan kecelakaan lalu lintas dapat dikatakan rutin

1 C.S.T. Kansil, dkk, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, P.T. Rineka Cipta,
Jakarta 1995, him. 4.
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terjadi di kota-kota besar.Keadaan ini semakin rawan karena mentalitas pemakai
jalan raya kurang disiplin dan kurang bertanggung jawab.?

Beberapa peraturan yang mengatur aktiftas lalu lintas di Indonesia diatur
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Dalam Pasal 1 ayat (24)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

lalu lintas didefinisiakan sebagai-gera ndaraan_dan orang di ruang lalu lintas

jalan. gl "

Kemudian gerak g suda terlalu banyak tersebut

i . -~ :
menimbulkan Kendala pz *2 125"-‘ rlalu lintas, lemahnya

pengaturan dan rekaya terjadinya peristiwa-
peristiva yang merugikan nj@Rusia. va_ tersebut dinamakan dengan

kecelakaan lalullin

N L .

ang tidak diduga

Kecelak v‘ | - |
dan tidak disengaja melibatka AU tanpa pengguna jalan lain
A I
ang mengakib farta benda.
yang mengakibatkén kart sia-daatad-kefligiaryfia

Salah satu faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah
manusia itu sendiri, karena masih rendahnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya berkendara dengan aman dan selamat, hal ini dapat dilihat dari
kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya dan

kecenderungan para pengemudi angkutan umum maupun kendaraan pribadi untuk

3Soerjono Soekanto, Polisi Dan Lalu Lintas. Bandung: Mandar Maju,1990, him.
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mengambil jalan pintas dengan tujuan agar laju kendaraannya tidak tersendat atau
terjebak kemacetan dan mengejar waktu.

Dalam ketentuan Pasal 359 dan 360 KUHP mengenai masalah kealpaan
disebutkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi mengakibatkan
orang lain atau korban meninggal dunia dapat di ancam hukuman pidana penjara

paling lama 5 tahun dan kurungan paling lama 1 tahun. Sesuai dengan ketentuan

pidana diatas, maka juga dapat-te onteks lalu lintas.
UN\VERSITAS ANDALAS -
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~ AN

Dalam Pasal 229 ayat (1 09Tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan, kecelaka golongkan atas [kecelakaan lalu
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310 ayat (4) Undang-Undang a quo

jBANGS>
ersebut sepertinya tidak

membuat pengemudi kendaraan bermotor merasa takut.Hal itu dapat dilihat
karena dimedia cetak maupun elektronik sering dijumpai berita tentang
kecelakaan angkutan umum yang kecelakaan tersebut hampir selalu memakan
korban jiwa.Sangat ironisangkutan umum yang seharusnya memberikan
pelayanan jasa transportasi yang nyaman dan lebih aman justru belakangan

menjadi penyumbang terbesar dalam kasus kecelakaan.



Data dalam Rencana Umum Jaringan Tranportasi Jalan (RUJTJ) Kota
Padang Tahun 2004-2013 menunjukan bahwa penggunaan moda transportasi
angkutan umum mengalami penurunan dimana pada tahun 2004 berjumlah 53%
dari seluruh perjalanan dan dari tahun 2005 - 2010 turun menjadi 45,47%.
Sedangkan penggunaan kendaraan pribadi meningkat tajam dari 47% pada tahun
2005 menjadi 54,53% pada tahun 2010.Kondisi ini menimbulkan potensi

kemacetan yang tinggi, J—peningkatan polusi, dan angka

cepat. K\ e~

Alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang ini dikarenakan
penulis sering menemukan pengemudi angkutan umum yang ugal-ugalan di jalan
dalam mencari penumpang. Selama rutinitas sehari-hari perjalanan penulis pergi
kuliah dari Pasar Usang Kecamatan Batang Anai menuju kampus Universitas

Andalas, penulis pernah beberapa kali mengalami sendiri tindakan ugal-ugalan

*Pengembangan Transportasi Massal di Kota Padang dan Sekitarnya http://
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dari sopir angkutan umum , dimana saat penulis membawa motor dengan
kecepatan rata-rata, pengemudi angkutan umum yang berada dibelakang
kendaraan penulis melaju dengan kecepatan tinggi karena ingin mendahului
penulis. Saat motor penulis sudah didahului oleh pengemudi angkutan umum
tersebut. Pengemudi mobil angkutan umum tersebut langsung menyalip dan

berhenti mendadak didepan penulis.Selain itu, penulis sering melihat pengemudi

angkutan umum yang menaikkan—dan—menurunkan penumpang di sembarang
- AWERSITAS ANDA
tempat. A UN LAs "
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- BANG-
Lintas dan Angkuts &

setiap orang Yyang
mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin
Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Surat

Izin Mengemudi tersebut terdiri atas 2 (dua) jenis:

a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Perseorangan; dan

b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum

*Dikeluhkan Warga, Sopir Ugal-ugalan Di Padang https://minangkabaunews.com
Di akses 18 Mei 2016 Jam 20.00 WIB
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Untuk sopir angkutan umum maka pengemudi harus memiliki Surat
Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum. Dimana dalam Pasal 82 Undang-
Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Surat Izin

Mengemudi Kendaraan Umum digolongkan menjadi :

a. Surat Izin Mengemudi A Umum

b. Surat Izin Mengemudi B | Umum

Dalam F gal 82

ﬁunﬂ% 09 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, me bahwalSuifat 1zin Mengemudi A Umum
a,\“ﬁ“
berlaku untuk mengemu : "‘;,.m‘.. v:.‘ m dan; barang dengan
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memili MA Umum. Kasat

melakukan raziz
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Lantas Polresta P - u‘% ‘%b

Nﬁ KED et AN oS>
Iptu Alkadri menuturka asil razia terse Satlantas selalu menemukan

Ops Sat Lantas,

pengemudi angkutan umum yang tidak memiliki SIM A Umum, rata-rata
pengemudi hanya memiliki SIM A Pribadi, yang semestinya bukan untuk
pengemudi angkutan umum.®

Berdasarkan praktek dilapangan bisa dilihat dari hasil razia yang

disebutkan di atas bahwa, lebih dari setengah jumlah pengemudi angkutan umum

%65 Persen Sopir di Padang Tak Punya SIM HTTP://m.inilah.com Diakses
Tanggal 21 Mei 2016 Jam 15.20 WIB


http://m.inilah.com/

di kota Padang tidak memiliki SIM A Umum yang artinya tidak memiliki
kompeten dalam membawa angkutan umum. Hal ini masih jauh dari tujuan
diselenggarakannya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan

dengan tujuan:

a. terwujudnya pelayar LA i b dan-Angkutan Jalan yang aman,
UNWER NDALAgE

P
ancar, dan terpadu dengan 'Q,T utan lain untuk

sela

mendorong perekon ionat, 'm ajukan kesejahteraan umum,
i LV ”~

memperkuk ; -k 7'-‘:"- angsa, | serta mam
p uku ' o~ 'A"“' g ’ pu
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menjunjung ti

b. te judnya etika besl budaya bangsa; da
c. te 'Judnya penegakah h kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan uraiar 7 dalam penulisan
skripsi ini Penu}&_\ "--r-m- UKUM OLEH

SATLANTAS TER ’ ':l-' AN UMUM YANG

TIDAK MEMILIKI Polresta Kota Padang).
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dirumuskan suatu permasalahan
sebagai berikut:
a. Bagaimanakah pengawasan bagi pengemudi yang dilakukan oleh

satlantas terhadap pengemudi angkutan umum yang tidak memiliki

SIM A Umum?



b. Apa saja hambatan yang ditemui dalam rangka penegakan hukum
terhadap pengemudi angkutan umum yang tidak memiliki SIM A
Umum?

c. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum

terhadap pengemudi angkutan umum yang tidak memiliki SIM A

{GNIVERSITAS ANDA[ 4 )=

Umum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai da rg!w lisan skripsi ini
antara lain: -~ =

a. Unt k menget : um yan : oleh satlantas

< memiliki SIM A

dalam rangka

um yang tidak

aya-upayapreventif
atasi hambatan penegakan
hukum terhadap pengemudi angkutan umum yang tidak memiliki SIM
A Umum.
D. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis
a. Menambah pengetahuan wawasan dan pemahaman dalam

penulisan  karyailmiah, dimana merupakan sarana untuk



memaparkan dan memantapkanilmu pengetahuan yang telah
diperoleh dalam masa perkuliahan.

b. Dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut demi kepentingan
ilmupengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana,
menyangkutpenegakan hukum oleh satlantas terhadappengemudi
angkutan umum yang tidak memiliki SIM A Umum.

Selain itu S juga-diharapkan dapat memberikan

C @lh- ~lll@

2. Secara Prak U~

a. Guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
SarjanaHukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk
menambahpengetahuan penulis tentang bagaimana penegakan
hukum vyang dilakukan oleh satlantas terhadap pengemudi

angkutan umum yang tidak memiliki SIM A Umum.
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c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca dan
agarmasyarakat mengetahui tentang hambatan-hambatan yang

ditemui oleh penegakhukum dalam penegakan hukum.
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Sistem dengan istilah Criminal
S

p
f'ang melibatkan kepolisian, klﬂa&_ﬁﬂ Jan kehakiman.

Justice

Ketiga r{sfénsi ini dan keamanan supremasi

hukum, | jika tid akan| terus menjadi

keprihatinan kita. ok pada hakekatnya

merupakan penerapan angkut pembuatan keputusan

yang tidak se hukum akan letapimempunyai

unsur pe

anlah semata-mata
Jalam kenyataan di
Indonesia kecenderunganny/aBdlaﬁ\dEmikian sehingga pengertian law
enforcement begitu popular. Masalah pokok daripada penegakan hukum
sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut adalah :

a) Faktor hukumnya sendiri,
b) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk

maupun menerapkan hukum,
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c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan
hukum,

d) Faktor masyarakat, yaitu lingkugan dimana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan,

e) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa

yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.’

b. Faktor-faktor yang menyebabkan-seseorang patuh terhadap hukum
N\VERSITAS ANDALA
5&3 dupan sehari-hari, masyarakat-dar h»[g! tak akan dapat

dlplsahlaah Manu3|a in terake ngan manusfa yang lainnya

Da

didalam ,suatu an ¢masyarakat.Untuk mengatur
“ o~ -,

) ~ o

interaksi “antar uhkah hukum yang

menjamin kepentingan § ¢ vidu dan harus dipatuhi oleh

individu tgrsebut. Men@irlit Sog Soekanto, ada empat faktor yang

menyebab - Y um®:

plarena didasarkan

atau” sebagai usaha untuk
menghindar diri dari sanksi atau hukuman yang mungkin
dijatuhkan manakala hukum dilanggar. Kepatuhan ini sama
sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan akan tujuan

hukum, akan tetapi lebih ditekankan kepada system

’Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007, him. 8.

® Radisman F.S Sumbayak. Beberapa Pemikiran Ke arah Pemantapan
Penegakan Hukum. Ind-Hill, Co’85. him. 36.
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pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai salah satu
akibatnya ialah kepatuhan hukum baru ada manakala ada yang
mengawasi pelaksanaan hukum itu secara ketat.

2. ldentification
Dalam faktor ini seseorang mematuhi hukum karena

identifikasi, maksudnya seseorang mematuhi hukum bukan

nilai yang_sesungguhn ya—dari_kaidah itu, akan tetapi ingin
NWERSITAS ANDALA
E arahubungan dengan warga-w. lainnya yang

rz-sekelompo d ipelihar:f:a lalah hubungan

,- denga nok. Kepatuhan karena

§

* dijumpai patia

~ingin n kelompok biasanya
pgeny dan tradisional dimana

__alat pengend@lian so fungsi dan berperah dengan ketat.

..v.,— 9 karena kaedah-
aedah J@hu m@ ai an, nilai-nilai yang

% gangan warga I H arti bahwa para

warga masyarakat mematuhi hukum atas dasar alasan-alasan
yang mendalam, yakni adanya penjiwaan dari kaidah tadi
dalam diri mereka.

4. Kepentingan-kepentingan warga masyarakat terlindungi oleh
hukum. Bahwa hukum yang baik dan biasanya dipatuhi

masyarakat adalah hukum yang berisikan nilai-nilai yang

13



tumbuh dalam masyarakat, dalam arti dapat mengatur
kepentingan-kepentingan warga masyarakat. Hal ini berarti
bahwa orang patuh pada hukum karena kepentingan-
kepentingan dilindungi dan dijamin oleh hukum.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dan kekaburan dalam arti

am kehidupan beg

-

Satuan Lalu A : a disebut Satlantas adalah unsur
pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang

berada di bawah Kapolres.

°Penegakan Hukum http://www.jimly.com Diakses Tanggal 17 Mei Jam 23.50
wWIB
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c. Pengemudi
Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi adalah orang yang
mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki
Surat 1zin Mengemudi.

d. Angkutan

Angkutan adalah perpindahan-erang dan/atau barang dari satu tempat
- NWERSITAS ANDA
ke| tempat fain-dengan menggunakan -Kéndar

di Ruang Lalu

# Y R
38 aye dlsebutkgg pahwa angkutan

A .
1paya-memenuhi kebutuhan angkutan

il T
~ o~

Li ﬁasf];lan. Dalam.g
u ufn_disel
yang selama
F. Metode Pen I;itvian

1. Pendekatan Masalah

nelitian ini adalah

yuridis eﬂg > ---n.u.v,,...u-- , mngkajl ketentuan
hukum ya - al % ‘@i' ding a/dengan apa yang

terjadi dilapanganatau di tenga -masyarakat.*Pendekatan yuridis empiris

digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum berinteraksi sosial dalam
masyarakat. Kegunaannya adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu

dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum.

2. Sifat Penelitian

10 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,
Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010, him. 135.
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Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang sifatnya
berusaha menggambarkan dan menganalisis objek penelitian mengenai
Penegakan Hukum Oleh Satlantas Terhadap Pengemudi Angkutan Umum
yang Tidak Memiliki SIM A Umum.

3. Sumber dan Jenis Data
Penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu :

a. Data Prime
NIV ERSITAS ANDAL o)

!ﬁ‘iélalui p_para pi herkaitan dengan

{ permas

. Data S j

tﬂpata sekunderd yaitt : diperolehgj gan melalukan

penelitian ke k gan tujuan untuk mendapat bahan

Balldn Nt ,J
>.\ \‘%@ han=bahan hukum yang

dengan objek penelitian yang dibahas. Bahan hukum

: ela’eratU'Fan perundang-undangan yang terkait
yang berkaitan dengan pokok permasalahn, antara lain:
KUHP dan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b) Bahan hukum sekunder
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Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan
mengenai bahan hukum primer yang berupa tulisan-
tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai
kepustakaan di bidang hukum. Bahan hukum sekunder
yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, makalah-

makalah, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan

dengan-tujuan-peneliti

alah bahg an hukum yang
= gt
I

etunjuk ‘terhadap bahan

|
m sekunder. Dalam

penellti U ersier_m} berupa Kamus

Besarll #Bahs donesia, [(a"' hukum serta

3. Teknik Pegg lan De ‘
‘» M ‘?l%"‘f@' e\

§] dan _relevan dengan topik,
maka penulis oy --==f.-. akan teknik peng ..‘.- a. a sebagai berikut:

a. Study dokumen
melalui kajian literatur/kepustakaan, dokumen peraturan
perundang-undangan, surat-surat keputusan dan sumber tertulis
lainnya yang ada kaitannya dengan kebutuhan data dan
informasi dalam penelitian ini.

b. Wawancara dengan responden
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Metode wawancara digunakan dengan pertanyaan dan
wawancara yang diajukan secara verbal, artinya wawancara
bukan semata-mata merupakan proses tukar menukar
pembicaraan, tetapi merupakan proses untuk mendapatkan
informasi dan wawancara tidak terbatas pada dua orang saja

(dapat lebih jumlahnya). Teknik wawancara dilakukan dengan

wawancara langsung-éengan-cara mendengarkan dan mencatat
NWERSITAS ANDALAS ~

| wawancara. , ﬂ

4. Pengdolahan dan An

a. Rengolahar

Data yan an ini diolah dengan

proses merapikan @diting editing ni dilakukan untuk
! <

menegliti kembalidan®engor au melakukan péf’ ecekan terhadap

hasil pe arsusun dan akan

didapat SUBtUKESTMpL I
b, A is Data &% A =
data digunakan 3 .m

Dalam mengo ualitatif, yaitu analisis

dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan menjawab dan
memecahkan setiap masalah-masalah atau pertanyaan berdasarkan
teori-teori baik yang ada dalam buku, peraturan perundang-undangan
maupun data-data yang diperoleh dari studi lapangan tentang
penegakan hukum oleh Satlantas terhadap pengemudi angkutan umum

yang tidak memiliki SIM A Umum.
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G.Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, maka kerangka dibagi menjadi IV bab yang
terdiri dari:
BAB | : PENDAHULUAN

Merupakan bab awal yang menjadi dasar dalam pembahasan bab-bab

berikutnya. Dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh

BAB Il : TINJA

Bab ini mer U i ya_menjelaskan tentang
tinjauan umum -) Jak

aka U
. )
<L A
,

""‘\"TUK /B2 N
pengemudi angkutan umum yang tidak memiliki SIM

A Umum. Tinjauan umum

tentang faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum oleh Satlantas terhadap
pengemudi angkutan umum.
BAB Il : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan bentuk
penegakan hukum yang dilakukan oleh satlantas terhadap pengemudi angkutan

umum yang tidak memiliki SIM A Umum.
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BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian terakhir berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah
diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran.

Sehinggamelalui kesimpulan dan saran ini pembaca memahami proposal ini.

UNIVERSITAS ANDA 4 ¢

<
r
Q

20



